PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

PERATURAN DAERAI KABUPATEN KAPUAS
NOMOR 5 TAHUN 2005
FIONTANG
RETRIBUSI PENGUHAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RATHMAT TUHAN YANG MALEA ESA
BUPATI KAPUAS

cumbang a0 bahwa datam penvelengearaan otonomi dacrah vung dilaksanakan dengan
prinsi{’ vang scluas-luasnyva. nyata dan bertanggung jawab memberthan
kewenangan kepada dacrah untuk melaksanakan  pengupian kendaraan
bermotor:
b bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan dacrah. dan meningkatkan
pendapatan asli dacrah perlu pengaturan Retribust Pengujian Berkala
Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kapuas:
¢ bahwa schubungan dengan huruf a dan b di atas perfe diatur dengan

PPeraturan Dacrah. ™
2ngingat o 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1939 (entang Pembentukan Dacrah
Tingkat 1T di Kalimantan (Lembaran Negara Republik [ndoncesia TPahun

1959 Nomwor 72. Tambahan L.embaran Negara Nomor 1820,

[§]

Undang-Undang  Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Uirusan
Prutang Negara ¢ L.embaran Negara Republik Indoncsia Tahan 1960 Nomor
I36  Tambahan Lembaran Negara Nomor 2104

3. Undang-Undang Nomor & Tahun 1981 tentang Hukumy Acara Pidana
(Lembaran Negara Republih Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
[.embaran Negara Nomor 3209

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun {992 tentane Lalu Lintas dan Anghutan
Jalan (lembaran Negara Tahun Repubbik Indonesia 1992 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480):

5. Uindang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dacrah dan Retribusi
Dacrah(l.embaran Negara Repubhkh Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) scebagaimana  telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahan 2000 tentang Pajak Dacrah dan
Retribust Dacrahti.embaran Negara Republik Indonesia Pahun 2000 Nomor
246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

6. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Nepolisian Negara Republik

st tLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4168,

than Lembaran Negara Nomor 68 )

g-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tenwng Pemibentukan Peraturan
lang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
- 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 ):

2-Undang Nomor 32 ahun 2004 wentang Pemerntahan Dacrah
<t Nezara Repubbih Indonesia Tahan 2004 Nomor 123 Tambahan
oL Nomor AT
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. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang scelanjurnya disebut Ui Berkala
adalah  pengujian kendaran bermotor  vang  dilakukan  scecara berkala
terhadap setap kendaraan bermotor. kereta gandengan. kercta tempelan dan
kendaraan Khusus:

- Buku Uji Berkala adalah tanda buka Tutus upn berkala berbentuk buku vang
berisi data dan fegitimast hastl pengujian setiap Kendaraan bermotor. Kereta
candengan. kereta tempelan dan kendaraan khusus:

Clanda Ui adalalh bukt bahwa suatu kendaraan bermotor telah dinge dengan
hastl  batk  dan Ketentuan mengenar bentuk. uhuran, warna, bahan
spesifikast. susunan hurul” dan angka sertac unsur pengaman tanda uji
berkala sesuar dengan ketentuan yang berfaku.

CPlae U adalah tanda bukt pengesahan yvang diberikan pengujiom kepada
kendaraan bermotor dan diny atakan laik jalan:

CAngkutan Penumpang Ulmuom adalah kendaraan bermotor vang disediakan
untuk dipergunakan ofeh umum dengan dipunguat basaran:

Nobil o Penumpang Umum adalah scuap Kendaraan bermotor yvang
dilenghapi sebanyak-banyaknya 8 cdetapany wempat duduk tidak termasuk
tempat  duduk pengemudic baik dengan maupuan tanpa perfengkapan

pengangkutan  bagasi yang dipcrguﬁilk;m sehagal angkutan penumpang

umuni:

Mobil Bus adatah setiap kendaraan bernotor vang difengkapr lebih dart 8

(delapan) tempat duduk tdak termasuk tempat duduk pengemudic baik

dengan maupun tanpa perlenghapan pengangkutan bagasi:

. Mobil Barang adalah sctiap kedaraan bermotor selain dari vang wermasuk
dalam sepeda motor. mobil penumpang dan mobil bus:

. Kendaraan Khusus adalah kendaraan selam dart pada kendaraan bermotor

untuk  penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang

pengeunaannya untuk Keperluan Khusus atau mengangkut barang-barang

Kkhusus:

Kereta Gandengan adalah saatu atat yang dipergunakan untuk mengangkut

barang vang sclurah bebannya ditumipu ofeh alat itu sendin dan dirancang

untuk ditarik oleh kendaraan bermotor:

CKereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut
harang yang dirancang untuk ditartk dan sebagar bebannya ditumpu oleh
kendaraan bermotor penariknyas

- Kendaraan wajih ujt adalah sctiap kendaraan vang berdasarkan peraturan
perundang-undangan  yang  berlaku wajib  diujikan untuk  menentukan
kelaikan jalan. vaitu mobil penumpang umam. mobil bus, mobil barang.
hendaraan Khasus. kereta candengan dan kereta tempalan vang dioperasikan
dijalan:

CLatk julan adalah persyaratan minmunm kondist suatu kendavan bermotor
vang harus dipenuhi agar terjaminnya kescelamatan dan mencegah terjadinya
kerusakan. pencemaran udara dan kebisingan pada wakta operast di jalan:

Ui ulang adatah pengujian berkala terhadap kendaraan bermotor yvang
melakukan suatu pelangearan teknis dan dilaksanakan berdasarkan surat
perintah pengujian,

BAB 11
NAMA,OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI
Paragraf Pertama

Nama Retribusi
Yasal 2

Dencan Naneo Retribusi Pengujian Kendarcan Bermotor dipungeut ~obhuagai
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Objek Retribusi

Pasal 3



(1)

Pasal 7

Untuk kendaraan wajib uji selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak
diterbithan Surat Tanda Nomor Kendaraan Wajib  didaftarkan untuk
mendapatkan penctapan pelaksanaan pengujian berlaka.

Sebagai tanda bukt pendaltaran dibertkan surat Keterangan pelaksanaan

pencujian berkala.

Scuap hendaran bermotor svang telah dinvatakan Tulus ujr sebapamiana

dimaksud dalam Pasal 3 harus dilengkapr dengan tanda uji / Plat samping.
N

Tanda upi 7 plat samping sebagaimana dimaksud avat (3) sckurang-

Kuranenyva memuat Keterangan mengenang,

a. Berat Kosong Kendaraan:

b, Jumlah berat vang diperbolehkan (JBB) dan jumiah berat vang
ditjinkan (J131) bagi kendaraan tunggal:

¢. Jumlah berat vang diperbolechkan (JBB) dun jumlah berat yvang
difjinkan (JB1) serta jumlah berat kombinast vang dijinkan (JBKB)bagi
Kendaraan  vang  dirangkar  dengen Kereta gandengan  dan - kereta
tempelan:

d. Dava angkut orang dan barang:

¢, Masa berlaku uji kendaraan:

I Muatan sumbu terberat (MST) atau Kelas jalan terendah vang
diperbolehkan.

Pasal §

Persyaratan  ambang  batas laik jalan Kendaraan Bermotor sebagaimana
dimaksud Pasal 4 meliputi

a.
b.
C.

d.

gz
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Fmisi cas buang:

Kebisingan suara:

JA1sienst sistem rem utama:

[ isiensi sistem rem parkir:

Kincup roda depan:

Tingkat suara Klakson:

Kemampuan pancara arah sinar fampu utama:
Radius putar:

Alat penunjuk keeepatan:

Kekuatan, unjuk kerja dan ketahanan ban fuar untuk masing-masing jenis.
ukuran dan lapsan:

Kedalam alur ban fuar:

Keadaan bak ~body kendaraan:

Paragraf Ketiga

Subyck Retribusi

Pasal 9

Subyvek retribust adalah orang pribadi atau badan vang mempunyai kendaraan
bermotor sebagaimana disvaratkan pada Pasal 3.






BAB V
WILAYAH l’lfN(iU‘\IJ\N
Pasal 14 ~.

Retribusi terutang dipungut di Wilavah Dacrah tempat Pengujian Kendaraan
Bermotor difaksanakan.

BAB VI
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 15

Masa retribust adalah jangka waktu vang lamanya 6 (enam) bulan.

Pasal 16

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya Surat Keputusan
Retribusi Daerah atau dokumen lainnyva yvang dipersamakan

BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 17

(1) Pemungutan retribust ditetapkun untuk setiap kendaraan wajib uji:

2y Retrtbust dipungut petugas Perhubungan dengan menggunakan SKRD
atau dokumen lainnya yvang dipersamakan:

(3) Hasil pungutan scbagarmana dimaksud Pasal 14 disctorkan ke Kas Dacrah
Kabupaten Kapuas sesuai peraturan Perundang-Undangan vang berlaku,

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 18
Sctiap keterlambatan pengujian kendaraan bermotor sehagaimana Pasal 15,
dikenakan denda sebesar 100 % dart jumlah biava pengujian.

BABIX

TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 19

(1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunast sckaligus;

(2)  Retribusi yvang terutang dilunasi sckaligus diterbitkannya SKRD atau
Jokumen fain vang dipersamakan:

%]

Co s cara pembayaran, penyctorar tempat pembayaran retribusi diatur
.0 oh Bupau.



BAB X -
PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

(1 Bupati dapat memberikan pengurangan. Keringanan dan pembebasan
retribusic

(2) Tata cara pengurangan. keringanan dan pembebasan retribusi diatur febih
lanjut olch Bupati.

BAB XI
PENGAWASAN

Pasal 21

(1) Untk  menjamin kendaraan bermotor wajib  uji tetap  memenuhi
persyvaratan tehnis dan laik jalan. diperlukan pengawasan dan penertiban:

(2)  Pelaksanaan pengawasan dan penerubun sebagaimana dimaksud  pada
avat (1) dilakukan pada
a. Penimbangan Kendaraan Bermotor:
b. Terminal Angkutan Umum:
¢. Ruas Jalan.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

(1) Sectiap orang vang melanggar ketentuan Pasal 3 avat (1), dipidana dengan
pidana Kurungan paling tama 3 (tig) bulan atau denda paling banvak
Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

(2) Findak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIIi
PENYIDIKAN

dasal 23

(1) Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dilakukan oleh
a. Polist Negara Republik Indonesia:
b. Pegavwar Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Dacrah yang memiliki
kwalifikasi tertentu di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

(2)  Pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan vang dilakukan oleh Penvidik
Pegavnar Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) huraf b dilakukan

berdasarkan Perundang-Undangan™ne berlaku.
(3 Woewenang Penvidik sebagaimana dimﬁ:&\xud pada avat (2) adalah :

coerimas meneart,. mengumputkan dan mencliti keterangan atau
seoaenaan dengan undak prdana dibidang rewibusi daerah
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(2)

b. meneliti, mencari dan mengumpultkan keterangan mengenai orang
pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan vang  dilakukan
schubungan dengan tindak pidana retribusi dacrah:

¢ meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan
schubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah:

d. memeriksa buku-buku. catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana retribusi dacrah:

¢. Thelakukan  penggeledahan  untuk mendapatkan bahan  buku
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan
penyaan terhadap bahan bukti tersebut:

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan  tugas

penyidikan tindak pidana retribusi daerah:

menvuruh  berhenti - dan/atau melarang  sescorang meninggalkan

ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang herlangsung dan

memeriksa  identitas orang  dan/atau dokumen  vang  dibawa
schagaimana dimaksud pada huraf ¢:

h. memotret sesecorang vang berkaitan dengan tindak pidana retribusi
dacrah:

1. memangeil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
fersangka atau saksi;

1. menghentikan penyidikan:

k. melakukan tindakan Jamn vang perlu untuk kelancaran penvidikan
tindak pidana retribusi dacrah menurut hukum vang bertangeung
Jawab.

7

Penvidik  sebagaimana dimaksud - pada avat (2)  memberitahukan
dimulainva penyvidikan dan menvampaikan hasil penvidikannva kepada
Penuntut Uimum melalur Penvidik pejabat Polist Negara Republik
Indonesia sesuat dengan ketentuan vang diator dalam Undang-Undang
Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB X1V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Bavi kendaraan bermotor vang sudah beroperasi dan belum memenuhi
ketentuan seperti vang diatur dalam Peraturan Dacrah ini untuk segera
melaksanakan kewajibannya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak

berfakunya Peraturan Dacerah ini:

Hasil pengujian vang dikeluarkan berdasarkan peraturan vang ada sebetum
herlakunya Peraturan Dacerah ini dinvatakan tetap berlaku sampai berakhir
masa berfakunya. kecuali bila ditentukan lain vang ditetapkan berdasarkan
Peraturan Daerah ini.

BAB XYV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal Tain vang belum cukup diatur dalam Pevaturan Dacrah ini sepanjang
cror i tehnis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan Iebib fanjut olch






